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PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a.
b.
Mengingat o 1.
2.

bahwa untuk mewujudkan pengelolaan arsip dinamis
dan kemudahan untuk dapat mengakses arsip bagi
publik serta perlindungan terhadap keamanannya,
perlu adanya pengaturan terkait klasifikasi dan hak
akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian Sosial;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di

Lingkungan Kementerian Sosial;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
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Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5071);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 31 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis di
Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1293);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian
Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1845);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
SOSIAL.

Pasal 1
Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan
Akses Arsip Dinamis menjadi pedoman bagi setiap

penyelenggaraan  kesejahteraan sosial di lingkungan
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Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah provinsi dan

kabupaten /kota.

Pasal 2
Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan
Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Sosial
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 3
Lampiran [ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan
sistematika sebagai berikut:
a. Bab I tentang Pendahuluan;
b. Bab II tentang Asas, Tujuan, Pengamanan dan Akses Arsip,
serta Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia;
c. Bab III tentang Klasifikasi Dan Keamanan Arsip Dinamis;
d. BAB IV tentang Akses Arsip Dinamis; dan
e. BAB V tentang Penutup.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Maret 2016

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI SOSIAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip merupakan salah
satu elemen pokok yang harus dipenuhi dalam pengelolaan arsip dinamis
pada setiap lembaga negara sebagai bahan pencipta arsip termasuk
Kementerian Sosial. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 40 ayat

(4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan:

"Mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta
arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip,

serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.”

Sebagai suatu subsistem di dalam sistem kearsipan, sistem
klasifikasi keamanan dan akses arsip terintegrasi dengan subsistem
klasifikasi arsip, dan jadwal retensi arsip. Kenyataan di lapangan masing-
masing subsistem tersebut sering berdiri sendiri baik dalam proses
penyusunan maupun dalam pelaksanaanya. Akibatnya pengelolaan arsip
dinamis pencipta arsip tidak dapat terlaksana secara efektif dan efisien
sebagaimana yang diharapkan. Di sisi lain, arsip dinamis juga belum dapat

dimanfaatkan dalam manajemen organisasi secara maksimal.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan diundangkannya
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik dimana telah mengubah paradigma bangsa Indonesia, bahwa
semula informasi arsip dinamis prinsipnya tertutup untuk publik menjadi
terbuka walaupun ada sebagian informasi dikecualikan atau tertutup.

Bahkan dalam Undang-Undang ini mewajibkan semua badan publik



